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ABSTRAK
Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah salah satu bentuk konkrit kebijakan yang diinisiasi pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pembangunan KPH diposisikan sebagai upaya untuk penguatan dan penyempurnaan klaim pemerintah atas kawasan hutan yang dikuasainya hingga level tapak. Kehutanan sosial menurut sebuah penelitian merupakan agenda besar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk memberikan akses legal kepada masyarakat    untuk    mengelola     hutan     dan membantu masyarakat mendapatkan nilai tambah dari hutan yang dikelola.
Bentuk badan hukum KPH dapat menjadi badan hukum Yayasan sepanjang memenuhi kriteria, peruntukan, dan penetapan tujuan KPH. Pemberian izin pengelolaan hutan bagi perguruan tinggi berbentuk yayasan melalui KHDTK dilakukan berdasarkan penetapan Menteri melalui permohonan, dan izin tersebut sah sepanjang masih memenuhi kriteria dan tujuan penetapan KHDTK yang diberikan oleh Pemerintah. Menteri. Perjanjian dan kerja sama pemanfaatan Kawasan Tujuan Khusus (KHDTK) dituangkan dalam akta pernyataan dan memuat jenis perjanjian/kontrak timbal balik dalam bentuk akta notaris.
Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk menganalisis dan mengkaji bagaimana KPH yang berbentuk badan hukum Yayasan dalam perspektif hukum perusahan. Menganalisis Ijin Pengelolaan hutan pada KPH melalui KHDTK yang berntuk Yayasan. Penelitian ini menggunakan metode yudiris normatif dengan menganalisa secara deskriptif. Adapun tahapan penelitiannya menggunakan studi kepustakaan (library research), dengan tehnik pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder.
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